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PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA BATAM

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2010;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tantang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk
Dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);

28.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 9 Seri B);

29.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 10 Seri B);

30.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Kota
Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 13
Seri C);

31.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Ketentuan Pemberian lzin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2001 Nomor 14 Seri C);

32.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor
16 Seri A);

33.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Ketentuan Bangunan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);

34.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Ketertiban Sosial di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2002 Nomor 22 Seri E);

35.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17
Tahun 2001 Tentang Kepariwisataan di Kota Batam (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 22 Seri E),

36.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan
Kelurahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2005 Nomor 65 Seri E);

37.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2006 Nomor 01 Seri D),
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38.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006
Nomor 07 Seri B);

39.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2007 Nomor 47 Seri D);

40.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);

41.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2007 Nomor 49 Seri D);

42.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2007 Nomor 50 Seri D);

43.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2007 Nomor 51 Seri D);

44 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2007 Nomor 52 Seri D);

45 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2007 Nomor 52 Seri D);

46.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2007 Nomor 15 Seri D),

47 . Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001
tentang Pajak-pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam
Nomor 2 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

48.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 58).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

(1) Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.195.282.139.861,00

b. Dana Perimbangan Rp.827.036.020.864,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 30.476.731.775,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.052.794.892.500,00
(2) Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 482.407.207.097,39
2. Belanja Subsidi Rp. 20.940.328.000,00
3. Belanja Hibah Rp. 19.482.800.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial Rp. 23.030.000.000,00
5. Belanja Bagi Hasil Rp. 6.955.344.000,00
6. Belanja Tidak Terduga Rp. _ 2.000.000.000,00

Rp. 554.815.679.097,39

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 125.284.609.542,45
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 269.969.889.203.00
3. Belanja Modal Rp. 365.716.566.040.37

Rp. 760.971.064.785.82

Jumlah Belanja Rp. 1.315.786.743.883,21
(Defisit) (Rp 262.991.851.383.21)
(3) Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 265.915.651.383,21
b. Pengeluaran Rp. 2.923.800.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 262.991.851.383,21
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Walikota ini.
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Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran Hl Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal §
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Walikota Batam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal, 31 Desember 2009

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada tanggal, 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH

AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama MaNya
1960 1123 1985031 0

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 103
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Kode
Rekening

Uraian

Jumlah

1

3

Pembiayaan neto

262,991,851,383.21

Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA/SIKPA )

0
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Batam, 31 Desember 2009
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WALIKOTA BATAM

rs. AHMAD DAHLAN, MH

Halaman : 11




PENJELASAN

Kode Rekening fx Uraian Rekening Jumlah
Anggaran
1 2 3

2 2.07 14, 097.} 21. {5.[2. 3. Belanja Modal 8,970,000.00
2. 2.07 14. 097.] 21. |5.]2. |3. j12. ﬁwm_mﬂu.m Modal Pengadaan Komputer 8,970,000.00
2.107.12. 07 14. 097. ] 21. |5.{2. |3. J12.] 02. |Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 8,000,000.00
2.107.)2. 07 14. 097.{ 21. |5.]2. |3. [12.] 08. |Belanja Moda! Pengadaan UPS/stabilizer 970,000.00
JUMLAH 8,047,984,582.35
JUMLAH BELANJA 8,047,984,582.35

Batam, 31 Desember 2009
WALIKOTA BATAM

. AHMAD DAHLAN, MH
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